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ABSTRAK 

ANALISIS POTENSI DAN UPAYA PENINGKATAN PAJAK SARANG 

BURUNG WALET DI UPT PENDAPATAN DAERAH  

KECAMATAN MANDAU 

OLEH 
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Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau 

pengusahaan sarang burung walet. Penelitian ini dilakukan di kantor UPT 

Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis pada bulan Maret 

2023 sampai Mei 2023. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai informasi untuk 

masyarakat agar mengetahui potensi dan upaya peningkatan pajak sarang burung 

walet. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pengumpulan data 

melalui wawancara,dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa di daerah Kecamatan Mandau mempunyai potensi untuk 

membangun tempat penangkaran sarang burung walet. Hanya saja kurang 

kesadaran masyarakat untuk melaporkan bahwa dirinya sebagai wajib pajak 

sarang burung walet atau tidak mempunyai perizinan yang jelas sehingga pajak 

sarang burung walet tidak dapat dipungut oleh UPT Pendapatan Daerah 

Kecamatan Mandau. 

Kata kunci : Pajak Sarang Burung Walet, Potensi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus 

menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

rakyat baik materi maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut 

perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha 

untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiayaan 

pembangunanya itu menggali sumber dana yang berasal dari pajak. Pajak 

digunakan untuk pembiayaan kegiatan operasional pemerintah dan pembangunan 

yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semakin banyak 

pajak yang dipungut maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dapat 

dibangun. Karena itu, pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara 

terutama di Indonesia. 

Pajak adalah sumber pendapatan negara yang sangat penting untuk 

pemerintahan dan pembangunan nasional. Sehingga Pemerintah menempatkan 

kewajiban pajak sebagai salah satu wujud dari kewajiban negara yang merupakan 

sarana pembiayaan Negara dalam Pembangunan Nasional dalam rangka mencapai 

tujuan negara. wajib pajak yang menyetorkan pajak tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung tetapi mendapatkan fasilitas yang tidak 
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secara sadar dinikmati oleh semua orang, contohnya pembangunan jalan tol, 

perbaikan jalan, sekolah, rumah sakit dan lain sebagainya.  

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi 

wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam 

hayati yang melimpah, apabila dikelola dengan baik potensi kekayaan tersebut 

dapat menunjang pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah 

satu potensi sumber daya alam hayati adalah burung walet, burung walet dapat 

memberikan manfaat yang besar baik manfaat ekologi maupun ekonomi. 

keberadaan sarang burung walet merupakan sumber pemasukan keuangan bagi 

masyarakat yang mengusahakannya dan merupakan sumber pendapatan asli daerah 

(PAD) bagi pemerintah setempat.  

Sepanjang tahun 2022, Indonesia telah berhasil mengekspor sebanyak 1.418 

ton sarang burung walet ke dunia, dengan nilai ekspor mencapai 590,57 juta dolar 

AS. Ada peningkatan sebanyak 14,1 persen dibandingkan tahun lalu dengan nilai 

sebesar 517,54 juta dolar AS. Capaian ini termasuk tinggi dalam catatan ekspor 

sarang burung walet Indonesia, berkat kontribusi dari para pengusaha lokal.  

Ada beberapa kota yang dikenal sebagai penghasil sarang burung walet di 

Indonesia, yaitu Demak, Semarang, Rembang, Magelang, Banjarmasin, dan Medan. 
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Sementara itu, umumnya Indonesia mengekspor komoditas ini ke Tiongkok, Hong 

Kong, Vietnam, Singapura, Amerika Serikat, dan Australia serta Taiwan. 

Di daerah Sumatera dan Kalimantan sudah banyak petani yang beralih jadi 

pembudidaya sarang burung walet dengan membangun rumah walet dari bahan 

sederhana. Tidak heran, saat ini Indonesia dikenal sebagai pemasok terbesar sarang 

burung walet. Budi daya sarang burung walet menjadi primadona bisnis yang 

menjanjikan. Sebab, untuk satu kilogram harga sarang burung walet dijual dengan 

harga rata-rata Rp8-12 juta per kilogram. Berikut adalah nilai jual atau harga 

standar sarang burung walet sebagaimana di atur dalam Peraturan Bupati Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 20 Tahun 2012 Tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Pajak Sarang burung Walet ketentuan pasal 7 ayat (1). 

Tabel 1.1  Nilai Jual Atau Harga Standar Sarang Burung Walet 

Kabupaten Bengkalis Kecamatan Mandau 

No Kualitas Harga standar Keterangan 

1. Bagus Rp. 12.000.000 Perkilo gram 

2. Sedang Rp. 10.000.000 Perkilo gram 

3. Rendah Rp.   8.000.000 Perkilo gram 

 Sumber : Kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau2023 

Pada Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa kualitas bagus sarang burung walet 

memiliki harga standar sebesar Rp. 12.000.000 perkilogram. Untuk kualitas sedang 

memiliki harga standar sebesar Rp. 10.000.000 perkilogram. Kemudian untuk 

kualitas Rendah memiliki harga standar sebesar Rp.   8.000.000 perkilogram. 

Sarang  burung walet memiliki prospek dan potensi perdagangan yang sangat 

bagus untuk dikembangkan. Saat ini Indonesia merupakan produsen dan 
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pengekspor sarang burung walet terbesar di dunia. Lebih dari 75 % sarang walet 

yang beredar di dunia berasal dari Indonesia Sarang walet rumahan asal Indonesia 

menguasai hampir 98% pasokan pasar dunia karena bentuknya yang lebih bersih, 

lebih putih dan tidak terlalu tebal. Sarang walet memiliki harga yang berfluktuasi.  

Sarang walet dihasilkan oleh liur burung walet yang memiliki habitat dan 

tempat hidup asli di gua dalam hutan dan gua-gua yang berada di pinggir-pinggir 

laut. Sarang walet dihasilkan juga burung walet yang sering menempati rumah-

rumah tua dan tinggal di bawah jembatan. Sarang walet dalam satu tahun bisa 

dipanen hingga tiga kali. Jenis-jenis burung walet di alam antara lain 

Collocaliamarginata, Collocalia esculents, Cellocalia brevirostis, Collocalia 

vanikarensis, Collocalia faciphega, Collocalia troglodytes, Collocaliamaxima, dan 

lain-lain. Jenis burung walet yang paling sering diperdagangkan sarangnya adalah 

Collocalia fuciphaga (dibudidayakan sebagai burung walet), Collocalia esculents 

(dibudidayakan sebagai burung seriti), dan Collocalia maxima (walet gua hitam). 

Menurut Siahaan (2016: 519) menyatakan pajak sarang burung walet adalah 

pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet. yang 

dimaksud dengan burung walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu 

collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia 

linchi. 

Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet tidak mutlak ada pada seluruh daerah 

kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang 

diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengenakan atau tidak 

mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Karena itu untuk dapat dipungut 
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pada suatu daerah kabupaten/kota maka pemerintah daerah harus terlebih dahulu 

menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pajak Sarang Burung Walet yang akan 

menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan 

pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di daerah kabupaten/kota yang 

bersangkutan. 

Dari berbagai peraturan daerah yang telah diberlakukan untuk pemungutan 

pajak atau retribusi daerah atas budi daya sarang burung walet tampak bahwa 

sebenarnya pada beberapa daerah indonesia yang memiliki potensi tinggi atas budi 

daya sarang burung walet, penetapan Pajak Sarang Burung Walet sebagai salah satu 

jenis pajak kabupaten/kota dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 bukan 

sesuatu yang baru. Karena itu pengaturan Pajak Sarang Burung Walet pada 

dasarnya merupakan penegasan atas aturan hukum pemungutan pajak atas budi 

daya sarang burung walet di Indonesia. 

Badan pendapatan daerah kabupaten Bengkalis memastikan pajak sarang 

burung walet bisa menjadi peluang Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten 

Bengkalis. Pendataan Wajib Pajak sarang burung walet dilaksanakan oleh petugas 

dari Bidang Pendataan dan Pendaftaran Bapenda Bengkalis bersama petugas dari 

UPT masing-masing kecamatan yang ada di bengkalis. 

Di UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau mengurusi pajak daerah 

yang salah satunya yaitu pajak sarang burung walet. Terbitnya Perbup Nomor 35 

Tahun 2021 tentang perubahan atas Perbup Nomor 20 Tahun 2012 Tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet, menjadi sebuah 
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harapan besar, penangkaran sarang burung walet menjadi PAD terbesar nantinya, 

yang diperoleh dari pengusaha penangkaran sarang burung walet itu sendiri.  

Potensi penangkaran sarang burung walet ini kian tumbuh dan berkembang 

sejak lama. Yang mana potensi tersebut sebagian besar ruko-ruko,gedung dan lain-

lain dijadikan sebagai tempat penangkaran burung walet. Banyaknya penangkaran 

burung walet di Kecamatan Mandau terkadang tidak sesuai dengan wajib pajak 

yang terdaftar di UPT Pendapatan Daerah. Dikarenakan kurangnya kesadaran 

penuh wajib pajak sarang burung walet untuk melaporkan dirinya sebagai wajib 

pajak dan masih banyaknya wajib pajak sarang burung walet yang tidak 

mempunyai perizinan yang jelas sehingga pajak sarang burung walet tidak dapat 

dipungut Oleh UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau. 

Menurut ketentuan Peraturan Bupati pasal 8 ayat (1), ayat (2) yaitu Setiap 

wajib pajak mendaftarkan usahanya kepada pemerintah daerah dalam jangka waktu 

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulai kegiatan usahanya. 

Apabila wajib pajak tidak melaporkan sendiri usahanya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) akan mendaftarkan usaha wajib pajak secara jabatan. 

Pengusaha burung walet baik yang terdapat pada bangunan-bangunan milik 

swasta maupun di atas bangunan pemerintahan dan pengusaha badan milik negara 

atau daerah wajib membayar pajak sarang burung walet sesuai dengan aturan dan 

ketentuan yang berlaku. Bagi wajib pajak yang tidak mengindahkan ketentuan ini 

akan dilakukan pemungutan secara paksa sesuai dengan prosedur yang berlaku.  

Pemungutan pajak di indonesia terdiri atas 3 yaitu self assessment system, 

official assessment system, withholding assessment system. Untuk pemungutan 
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pajak sarang burung walet itu sendiri menggunakan self assessment system, yang 

mana sistem ini  sistem pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada 

wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan 

sendiri pajak yang terutang dengan jumlah besaran disesuaikan dengan omzet 

bulanan pemasukan. Namun ini dapat berjalan dengan baik apabila wajib pajak 

mempunyai kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajaknya. Mengingat pajak 

sarang burung walet dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah 

kecamatan mandau. 

Penerimaan pajak sarang burung walet di kecamatan mandau belum mencapai 

angka yang sudah ditargetkan oleh UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau. 

Berikut adalah jumlah wajib pajak yang terdaftar serta data target dan realisasi 

pajak sarang burung walet di kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau 

Kabupaten Bengkalis. 

Tabel 1.2 Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar Serta Target Dan       

 Realisasi Pajak Sarang Burung Walet Di UPT Pendapatan Daerah 

 Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis  

Tahun 
Jumlah wajib 

pajak terdaftar 
Target Realisasi 

2020 65 Rp. 43.750.000 Rp. 23.829.999 

2021 65 Rp. 50.000.000 Rp. 34.765.098 

2022 68 Rp. 65.000.000 Rp. 40.176.800 

Sumber : Kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau 2023 

Pada tabel 1.2 dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak sarang burung walet 

yang terdaftar sebanyak 65 orang pada tahun 2020 dan 2021. Dapat dilihat target 
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penerimaan pajak sarang burung walet pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 

43.750.000. Namun yang terealisasi hanya sebesar Rp. 23.829.999 yang mana 

belum mencapai target. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan targetnya sebesar Rp. 

50.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 34.765.098. dan pada tahun 2022 terjadi lagi 

peningkatan penerimaan sebesar Rp. 40.176.800 . yang mana targetnya sebesar Rp. 

65.000.000 dengan jumlah wajib pajak sebanyak 68 orang. Maka dapat 

disimpulkan bahwa realisasi pajak sarang burung walet terjadi peningkatan dari 

tahun ke tahun.  

Berdasarkan data di atas Pendapatan pajak sarang burung walet tersebut 

didasari pada jumlah pengusaha yang telah terdaftar secara resmi. Namun pada 

kenyatannya masih banyak pengusaha-pengusaha sarang burung walet yang belum 

mengantongi izin pendirian usaha. Sehingga seharusnya masih bisa lebih 

dimaksimalkan kembali penerimaan pajak sarang burung walet ini untuk 

meningkatkan Pandapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan 

hasil dari usaha pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan dari setiap sektor 

yang potensial di wilayahnya sendiri.  

Menurut Anggoro (2017:18) Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan 

yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan dan pemerintah dan 

pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki 

pemerintah daerah. 

Sumber-sumber yang bisa dikembangkan daerah dalam meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah yaitu yang pertama pajak daerah, yang mana pajak yang 

ditentukan pemungutannya dalam peraturan daerah, dan para pembayar pajak tidak 
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menerima imbalan secara langsung dari pemerintah daerah. yang kedua retribusi 

Daerah yaitu pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menikmati secara 

langsung fasilitas tertentu yang disediakan pemerintah daerah. yang ketiga hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu, pendapatan yang diperoleh 

dari pengelolaan badan-badan usaha milik negara,daerah maupun lembaga-lembaga 

lainnya yang dimiliki pemerintah daerah. dan yang keempat adalah PAD yang sah 

yaitu, pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah selain tiga jenis pendapatan ini 

antara lain adalah hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, 

pendapatan bunga dan lain-lain. 

Untuk kontribusi pajak sarang burung walet terhadap pendapatan asli daerah 

kecamatan mandau dapat dilihat pada tabel berikut :  

Tabel 1.3 Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Upt Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau, Kabupaten 

Bengkalis. 

Tahun 
Pajak sarang 

burung walet 

Pendapatan asli 

daerah 
Persentase (%) 

2020 Rp. 23.829.999 Rp. 16.161.917.581 0,0014 

2021 Rp. 34.765.098 Rp. 26.750.340.591 0,0022 

2022 Rp. 40.176.800 Rp. 14.383.869.941 0,0027 

     Sumber : Kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau 2023 

Berdasarkan tabel 1.3 Tahun 2020 penerimaan pajak sarang burung walet 

sebesar Rp. 23.829.999, kontribusi yang diberikan terhadap pendapatan asli daerah 

(PAD) sebesar Rp. 16.161.917.581, dengan persentase 0,0014. Tahun 2021 

kontribusi yang diberikan pajak sarang burung walet terhadap pendapatan asli 
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daerah (PAD) sebesar Rp. 0,0022 dari Rp. 26.750.340.591 dengan penerimaan 

pajak sebesar Rp. 34.765.098. Kemudian pada tahun 2022 penerimaan pajak sarang 

burung walet sebesar Rp. 40.176.800, kontribusi yang diberikan terhadap 

pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp. 14.383.869.941, dengan persentase 

0,0027. Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020  ke tahun 2021 kontribusi pajak 

sarang burung walet terhadap pendapatan Asli daerah (PAD) mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan, Namun pada tahun 2022 pendapatan asli 

daerah mengalami penurunan. Dapat dikatakan pajak sarang burung walet belum 

cukup berdampak terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sehingga hal tersebut 

belum bisa dikatakan maksimal, padahal pajak sarang burung walet memiliki nilai 

jual/ekonomi yang cukup tinggi. 

Dari uraian yang dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 

sebuah penelitian yang berjudul tentang POTENSI DAN UPAYA 

PENINGKATAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DI  UPT 

PENDAPATAN DAERAH KECAMATAN MANDAU. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana potensi pajak sarang burung walet di Kecamatan Mandau 

Kabupaten Bengkalis ? 

2. Apa upaya yang dilakukan pihak UPT Pendapatan Daerah Kecamatan 

Mandau dalam meningkatkan kesadaran masyarakat agar taat dalam 

membayar pajak sarang burung walet? 

3. Apa Saja kendala yang dihadapi pihak UPT Pendapatan Daerah 

Kecamatan Mandau dalam pemungutan pajak sarang burung walet  ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Agar mengetahui potensi pajak sarang burung walet di Kecamatan 

Mandau Kabupaten Bengkalis. 

2. Agar mengetahui upaya yang dilakukan pihak UPT Pendapatan Daerah 

Kecamatan Mandau dalam meningkatkan kesadaran masyarakat taat dalam 

membayar pajak sarang burung walet. 

3. Agar mengetahui kendala yang dihadapi pihak UPT Pendapatan Daerah 

Kecamatan Mandau dalam pemungutan pajak sarang burung walet. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di UPT Pendapatan daerah 

kecamatan mandau diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, 

antara lain: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dalam penelitian ini bermanfaat untuk menambah 

wawasan dan juga pengetahuan kepada mahasiswa dan peneliti selanjutnya 

yang ingin meneliti tentang Analisis Potensi Dan Upaya Peningkatan Pajak 

Sarang Burung Walet dan juga untuk menerapkan teori - teori yang penulis 

telah dapatkan selama masa perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis, penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

pemerintah maupun pihak-pihak yang berkepentingan, dan terkhusus bagi 

Kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau dalam meningkatkan 

pelayanannya serta sosialisasi terhadap masyarakat. 
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1.5 Metode Penelitian 

1.5.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian Tugas Akhir ini dilakukan di Upt Pendapatan Daerah 

Kecamatan Mandau yang beralamat di Jl.Desaharapan, Kelurahan Air Jamban, 

Kecamatan Mandau, Riau 28784 

1.5.2 Waktu Penelitian 

 Waktu penelitian dilakukan mulai dari bulan Maret 2023 sampai dengan 

bulan Mei 2023 

1.5.3 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terbagi menjadi 

dua, yaitu : 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang dikumpulkan atau diperoleh langsung 

oleh penulis dari sumber aslinya. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh oleh penulis dari buku,jurnal, 

peraturan perundang-undangan dan sumber lainnya yang berkaitan dengan 

permasalahan penelitian. 

1.5.4 Analisis Data 

Menggunakan metode deskriptif yaitu mengelola data-data yang telah di 

dapat dan membandingkan masalah teori dan praktek dengan ketentuan-

ketentuan sehingga dapat ditarik dari kesimpulannya. 
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1.5.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah : 

a. Metode Wawancara 

Metode Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya 

jawab secara lisan kepada Staff/Karyawan kantor UPT Pendapatan Daerah 

Kecamatan Mandau untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dan 

relevan. 

b. Metode Dokumentasi  

Metode Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dalam bentuk 

buku,arsip,tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan 

yang dapat mendukung penelitian. 

c. Studi Pustaka 

Serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data 

pustaka,  membaca sejumlah referensi yang rata-rata berupa tulisan baik 

buku, artikel, jurnal, dan lain-lain yang nantinya dijadikan sebagai sumber 

rujukan untuk penelitian. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, maka penulis membagi menjadi 4 bab. 

Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut : 

    BAB 1        PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan  

dan manfaat penulisan, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan.  
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 BAB II         GAMBARAN UMUM UPT PENDAPATAN      

                       DAERAH KECAMATAN MANDAU 

  Bab ini penulis menguraikan gambaran umum yang menjelaskan 

terkait tentang sejarah singkat instansi, visi dan misi, motto, 

struktur organisasi, dan tugas pokok instansi.  

BAB III         TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

 Bab ini berisikan tinjauan teori dan tinjauan praktek sesuai 

dengan topik pembahasan yang diteliti. 

BAB IV   PENUTUP 

   Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM 

2.1 Sejarah Kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau 

UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau merupakan perpanjangan 

tangan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis. Pada awalnya Badan 

Pendapatan Daerah ini juga mengurus retribusi, sampah dan kebersihan pasar. 

Namun, pada awal tahun 2000 Bapenda dipecah menjadi 2 Badan yaitu: Badan 

Pendapatan Daerah dan Badan Pasar. Jadi, Badan Pendapatan Daerah dipecah 

menjadi dua, yaitu Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pasar.  

Badan Pendapatan Daerah mengurusi pajak hotel, restoran, hiburan, air tanah, 

reklame dan sarang burung wallet, penerangan jalan non-PLN, parkir, pajak bumi 

dan bangunan dan, pajak BPHTB. Sementara Badan pecahannya yaitu Badan pasar 

focus menangani masalah kebersihan retribusi dari pertamanan dan kebersihan 

kota. Pada tahun 2014 pelimpahan wewenang masalah wewenang PBB (Pajak 

Bumi Bangunan) dikelola oleh UPT Bapenda oleh pusat. Jadi wewenang 

pemungutan pajak menjadi 7 alternatif pemungutan pajak. Seiring berkembangnya 

Daerah dipecah lagi menjadi 3 Badan yaitu Badan Perizinan dan penanaman modal 

BPPT yang khusus menangani pajak retribusi dan penerbitan izin dari macam-

macam pajak yang dikelola oleh Bapenda yang dahulunya juga menjadi tugas dari 

UPT Bapenda.  

UPT pendapatan daerah menurut peraturan daerah kabupaten Bengkalis No 

18 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah 
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Kabupaten Bengkalis Pasal 17 ayat 2 UPT adalah Unsur Pelaksana Teknis 

Operasional Badan Pendapatan Derah dilapangan dan peraturan Daerah Kabupaten 

Bengkalis No 13 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Badan Daerah 

Kabupaten Bengkalis Pasal 37 Ayat 3 UPT dipimpin oleh seorang kepala yang 

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan dan secara 

operasional berkoordinasi dengan camat. 

2.2 Visi dan Misi UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau 

Adapun yang menjadi visi dan misi UPT Pendapatan Daerah Kecamatan 

Mandau secara umum termasuk didalamnya UPT Pendapatan Daerah Kecamatan 

Mandau adalah sebagai berikut: 

2.1.1 Visi 

Terwujudnya pelayanan yang prima kepada masyarakat serta 

meningkatkan penerimaan daerah melalui peningkatan kualitas pelayanan. 

2.1.2 Misi 

a. Meningkatkan profesionalitas aparatur pelaksana pelayanan PBB-P2 

b. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan PBB-P2 

c. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. 

2.1.3 Motto 

Melayani dengan hati maklumat : dengan ini kami menyatakan sanggup 

menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah 

ditetapkan.  
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2.3 Struktur Organisasi Kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan 

Mandau. 

 Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kantor UPT Pendapatan Daerah  

         Kecamatan Mandau 

Kepala Kantor 

 

Sub Bagian Umum 

 

 

Bidang Dana 

Perimbangan 

 Bidang Pajak 

Retribusi Dan 

Pendapatan Daerah 

 

Bendahara 

 
Koordinasi PBB 

P-2 

 

Sumber : Kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau 2023 

2.4 Uraian Tugas dan Fungsi Pegawai Kantor UPT Pendapatan Daerah 

Kecamatan Mandau 

Berdasarkan struktur organisasi di UPT Pendapatan Daerah Kecamatan mandau 

dapat dibagi menjadi sebagai berikut :  

1. Kepala UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau  

UPT Pendapatan Daerah Kec. Mandau Pada Bapeda Kab. Bengkalis 

menyusun suatu struktur organisasi dengan menguraikan beberapa tugas 

tiap-tiap bagian. Berikut ini adalah uraian tugas dari setiap unit pada UPT 
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Pendapatan Daerah Kec. Mandau Pada Bapenda Kab. Bengkalis: Kepala 

UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau. 

a. Melaksanakan evaluasi terhadap kinerja staf.  

b. Melakukan koordinasi dengan bidang dan instansi terkait dalam upaya 

meningkatkan PAD dan PBB yang dilimpahkan mentri keuangan RI 

kepada daerah.  

c. Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pungutan 

penerimaan daerah Kabupaten Bengkalis.  

d. Tugas-tugas lainnya yang diarahkan kepala Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Bengkalis. 

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dengan Uraian Tugas 

a. Membantu kepala UPT Pendapatan Daerah dalam mengelola 

administrasi umum dan kepegawaian. 

b. Membantu bendahara pembantu penerima administrasi umum 

pengeloalaan penerimaan daerah pada kantor UPT Pendapatan Daerah 

Kecamatan Mandau. 

c. Tugas-tugas lain yang diarahkan kepala UPT Pendapatan Daerah 

Kecamatan Mandau .  

d. Penyusunan dan pengordinasian pelaporan yang meliputi laporan 

kinerja Badan, laporan akuntabilitas, laporan pelaksanaan kegiatan 

dinas.  

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pendapatan Daerah 

Kecamatan Mandau sesuai dengan lingkup tugasnya. 
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3. Bidang Dana Perimbangan  

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada Bidang Dana 

Perimbangan lingkup Bagi hasil Pajak dan bukan pajak, serta pajak 

bumi dan bangunan.  

b. Penyelenggaraan program dan kegiatan pada Bidang Dana 

Perimbangan lingkup Bagi hasil pajak dan bukan pajak, serta pajak 

bumi dan bangunan.  

c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Dana 

perimbangan lingkup Bagi hasil pajak dan bukan pajak, serta pajak 

bumi dan bangunan.  

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pendapatan Daerah 

Kecamatan Mandau sesuai dengan lingkup tugasnya. 

4. Bidang Pajak, Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya  

a. Peyusunan rencana program dan kegiatan pada Bidang Pajak, Retribusi 

dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya lingkup Pajak, Retribusi dan 

Pendapatan lain-lain.  

5. Bendahara  

a. Menerima setoran pajak daerah dan retribusi daerah.  

b. Membukukan semua jenis penerimaan pajak/retribusi daerah pada buku 

penerimaan sejenis dan buku kas umum. 

c. Menyetor semua jenis penerimaan daerah pad kas daerah Kabupaten 

Bengkalis setiap bulannya selambat-lambatnya tanggal   
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d. Tugas-tugas lain yang diarahkan kepala UPT Pendapatan daerah Kecamatan 

Mandau. 

6. Koordinator PBB  

a. Membantu tugas administrasi PBB-P2 pada kantor UPT Pendapatan 

Daerah Kecamatan Mandau.  

b. Membantu tugas kepala UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau 

dan memantau penyampaian SPPT-PBB desa dan kelurahan.  

c. Tugas lain yang diarahkan kepala UPT Pendapatan Daerah Kecamatan 

Mandau 

7. Bagian Administrasi  

a. Laporan bulanan pajak.  

b. Pembukuan penerimaan bulanan.  

c. Pendataan wajib pajak.  

8. Petugas Pemungut Lapangan/Harian  

a. Memungut pajak.  

b. Mengantar SPTPD.  

c. Pendataan wajib pajak



55 
 

55 
 

BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan permasalahan yang penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka 

penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan Analisis 

Potensi dan Upaya Peningkatan Pajak Sarang Burung Walet di UPT Pendapatan 

Daerah, maka dapat di ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pada penelitian ini diketahui bahwa Pajak Sarang burung Walet sangat 

berpotensi, sehingga kini telah menjadi perhatian dan sasaran pemerintah 

dalam pemungutan pajak sarang burung walet. tempat penangkaran sarang 

burung walet di Kecamatan Mandau sebenarnya mempunyai potensi yang 

mana sebagian besar ruko-ruko dijadikan sebagai tempat penangkaran 

burung walet. Banyaknya penangkaran burung walet di Kecamatan Mandau 

terkadang tidak sesuai dengan wajib pajak yang terdaftar di UPT 

pendapatan daerah. Dikarenakan kurangnya kesadaran penuh wajib pajak 

sarang burung walet untuk melaporkan dirinya sebagai wajib pajak dan 

masih banyaknya wajib pajak sarang burung walet yang tidak mempunyai 

perizinan yang jelas sehingga pajak sarang burung walet tidak dapat 

dipungut oleh UPT pendapatan daerah kecamatan Mandau. 

2. Ada beberapa upaya untuk meningkatkan partisipasi pengusaha sarang 

burung walet dalam membayar pajaknya adalah sebagai berikut : 

a. Mengadakan sosialisasi dengan cara mengundang masyarakat untuk 

membahas kewajiban wajib pajak sarang burung walet. 
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b. Melakukan koordinasi dalam perizinan bangunan dan pengelolaan 

sarang burung walet 

c. Melakukan Intensifikasi, yaitu suatu tindakan atau usaha-usaha untuk 

meningkatkan penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang 

sungguh-sungguh sehingga memperoleh hasil yang optimal. 

3. Terdapat beberapa kendala yang terjadi di kantor UPT pendapatan daerah 

kecamatan Mandau dalam memungut pajak sarang burung walet adalah 

sebagai berikut: 

a. Wajib pajak terkadang keberatan dengan nilai hasil pajaknya tidak 

sesuai dengan hasil panen wajib pajak tersebut. Padahal dari bapenda 

pusat yang berada di bengkalis sudah menetapkan tarif pajak sarang 

burung walet sebesar 10%. 

b. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya 

sebagai wajib pajak dalam membayar pajak sarang burung walet.  

4.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang penulis kemukakan di atas amemberi beberapa 

saran tertentu berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pembahasan dalam 

penelitian. Penulis memberikan saran sebagai berikut : 

1. Petugas pajak diharapkan lebih maksimal lagi jika melakukan pendaftaran 

dan pendataan wajib pajak sarang burung walet agar semua pengusaha 

sarang burung walet terdata sebagai wajib pajak. 
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2. Melakukan sosialisasi terhadap wajib pajak agar petugas UPT pendapatan 

daerah kecamatan Mandau lebih maksimal dalam melaksanakan tugas dan 

fungsi karena adanya pemantauan secara langsung terhadap wajib pajak  

3. Meningkatkan kualitas pelayanan serta mengevaluasi kebijakan yang telah 

ada untuk mengetahui kebijakan sebelumnya apakah sudah mencapai tujuan 

yang diinginkan atau belum. Dengan ini kita bisa menargetkan kebijakan 

yang akan di buat nantinya. Kemudian memberikan hukuman yang tegas 

kepada wajib pajak agar wajib pajak taat dalam membayar pajak sarang 

burung waletnya. 
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Pedoman wawancara 

1. Bagaimana Potensi Pajak Sarang Burung Walet Di Kecamatan Mandau 

Kabupaten Bengkalis ? 

2. Apa Saja Upaya Yang Dilakukan Kantor UPT Pendapatan Daerah 

Kecamatan Mandau Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Agar 

Taat Dalam Membayar Pajak Sarang Burung Walet ? 

3. Kendala Apa Saja Yang Dihadapi Pihak UPT Pendapatan Daerah 

Kecamatan Mandau Dalam Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet ? 

4. Sistem apa yang digunakan oleh pihak UPT Pendapatan Daerah dalam 

memungut pajak sarang burung walet ? 

5. Berapakah tarif pajak sarang burung walet yang dikenakan oleh UPT 

Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau ? 
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